
1. Undang-Undang Nomor 16 To.h ian 1950 terrto.rig 
Pernbentukan Daerah-daerah Kot.a Besar dalam Lingkungan 
Propirrai Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa .Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1381 Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 

a. bahwa dalam rangka kclancaran penyelenggaraan 
Pcmcrintahan Daerah untuk mernberikan jaminan don 
kepastian pelayanan kepada rnasyarakat diperlukan adanya 
Standar Pelayanan Publik; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Semarang, maka 
Peraturan Walikota Semarang No111or 14 F Tahun 2005 
tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang 
sudah tidak sesuai lagi dengan perk em bangan keadaan 
sehingga perlu ditinjau kernbali; 

c. bahwa sehubungen hal tersebut di atas, maka perlu 
m~n~tApkAn Perntrrran WRliknbt R~rn~nmc t~nt~ng St;:,1.nda.r 
Pelayanan Publik Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tumbahan Lernbaran Negara 
Repub1ik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah 
beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tcntang Pcrubahan Kedua Atas Undung Undung 
Nornor 32 Ta hun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Numur 59, T.:.imbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

S. Undang-Undang Nomor 26 Tahtm 2007 lenlang Periataan 
Rtmng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 725); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ?,009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negro-a Republik Iridorieaia 'T'~hun 200CJ 
Nomor 112. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nornor ::\2 Tahun 2009 ten.tang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Turnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nurnur 82, 
Tambahan Lemlxu an Negara Reptrblik Indonesia 
Nomor 5234); 

9. Peraturan Pernerirrtah Nnmor 1 n 'Tahrm 1976 tcntang 
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kccamatan di Wilayah Kabupaten-kubupnn-n 
Dacrah Tingkat 11 Purbalingga, Cilacap, Worio~h-1) , Iepnrn 
rlan Kendal aerta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kotarnadya llnr-rah Tingkat TT Semarang dalam Wilayah 
Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tenga.h (Lembo.ran Negara 
Republik Indonesia Tuhuu 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan P~m~rintJ:ih Nomor 18 Tahun 1 ggg tentang 
Pengelulaan Lim bah Bahan Berba haya Dan Beracun 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 
31, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Lirnbah Bahari Berbahaya Dan Beracun 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia T~ hun 1999 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3910); 



12. Peruturan Pemerintah Nomor 54 Talrun 2000 tcntang 
Lcmbaga Pcnycdia Jasa Pclayanan Pcnyclcsaian Scngkcta 
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lemberan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 13, Tambahan 
f .embnrnn Ntt:g11r11 Repuhlik Indonesia Nomor ;JA82); 

13. Peraturari Pernerintuh Nornor 71 Tuhun 2001 tentung 
Pl~ng, .. Jr.il~::,i.n £3.;-th:-m lkrbHhH,Y.H IJ.Hrt Hc:r·Hclrn (Lc:rr1hm·~u1 
Negara Republik Indonesia Tnhun 2001 Nornor 138, 
'I'ambahan Lcmbaran Negara ~cpubt1k rndonesi» 
Nomor 41!:>3); 

14 .. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tcntang 
Pengelolnnn Kun litna Air dnn Pengendalian Pencernaran Air 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 153, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Un1sa11 Pemerintahan antara Perneriritah, 
Perner-inf aharr Dacra'h Provin si dan Pcmcrintahan Daerah 
Kabupaten / Kotu (Lembaran Negara Republik Indonesin 
Tahun 2007 Nomor 82, Tnmbuhun Lembarun Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

16.. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 41 Tah un 2007 terrtnrig 
Organisasi Perangkat Daeruh (Lembarun Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbar'an 
Negara Republik Indone$iH Nomor 1711); 

17. Peraruran Pernerintah Nomor '27 Tahun 2012 tentang Izln 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab un 
2012 Numur 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 5285); 

18 .. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 
PER/20/M.PAN/04/2006 tcntang Pedoman Peny,..1si1nnn 
Standar Pelayanan Publik; 

19.. Pcraruran Mcntcri Negara. Lin~kungrui Hidup Nomor 8 
'rnhun '.&!OOh tcntarig Pedomnn Penyueunan Anulisi» 
Mcngcnai Uampak Lingkungan Hidup; 

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pcrizinan Pcngclolaan 
Lirnhnh Bahurr Herbafiaya Dan Beracun; 

21.. Peraturan Mcntcri Negara Lingkungan Hidup Nomor :m 
Tahun 2009 lenlang Tata Laksana Perizinan Dan 
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan 
Bcracun Scrta Pengawasan Pengawasan Pemulihan Akibat 
Pencemaran Limbah Bahnn Beramrn Dan Berbahaya Oleh 
Pemerintah Dacrah; 

22. Peraturan Mcnteri Negara Lingkurigan Tlidup Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduun dun Pen;11lp;anan 
Pengaduan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup clan Surat 
Pernyat.aan Kesanggupan Pcngclolaan dan Pernarrta ua n 
LingkungHn Hidup; 



32. P~rulunm Wulikol.a 8~111:-H':--u1g Nrn11rn 4:1 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan 
Hidup Kota Semarang [Berita Daerah Kota Semarang 
Tahun 2008 Nomor 4b); 

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ~3 Tahun 20 l i:). 
tentang Retribusi Jo.s£l Usaha Di Kot& S"111(.ttn11g (Lembaren 
D8P-r8 h Kob~ Sf?ms.1rs.1ng Ts.1 h un 2012 Nnmor :1., Tarnba hsrn 
I.embaran Daerah Kora Str:marang Nomor 70); 

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
clan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang 
[Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16~ 
1-\amuaha11 Lembaran Daer'ah Kota Semarang Nomor 23); 

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Upaya Pengclolaan Lingkungan Hidup 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat 
Pcrnyataan Kcsanggupan Pcngclolaan dan Pcmantauan 
Lingkungan Hidup; 

24. Pcraturan Mcntcri Negara Lingkungan Hidup Nomor lo 
Tahun 2010 tentanc Persvaratan Dan Tata Cara Lisens! 
Kornisi .Penilai /\MDAL; 

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tuhun 2012 tentang .Jenis Rencuna Usaha Dun/Atuu 
Kcgiatan Yang Wajib Mcmi1iki Arialisjs Mcngcnai Dampak 
Lingkungan Hidup: 

26. Pcrattaran Dacrah Provirrsi .. Jawa Tcugi:ih Numur 5 
Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di 
Provinsi Jawa Tengah [Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan 
Lcmbaran Dacrah Provinsi .Jawa Tcngah Nornor 4); 

27. Pcraturan Dacrah Propinsi Jawa Tcngah Nomor 10 Tahun 
2004 tcnta.ng Baku Mutu Ail' Limbah [Lcmbaran Dacrah 
Propinal .Jnwn T~-ng(;J h T(I hun 2004 Nomor 4fi 8P.ri F: 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi .Iawa Tengah Nomor S Tahun ?,01?, tent.Ang 
Perubahan Alas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah 
(Lcmbaran Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2012 
Nomor S1 Tambahan Lembaran Uaerah Provinsi Jawa 
Tengah Nornor 41); 

28. Peraturan Daerah Kot.a Semarang Nomor 13 Tahun 200u 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lernbaran Daerah 
Kata Semarang Tahun 2007 Nornor 2 Seri E) Tambahan 
l_,e,mha,-:1n D:1f'.1"~h Kot~ ~;f'.m:11":1ng Nomo,- '2); 

2g_ P(:ratur;H\ Dacrah Kot.a 8t":marang Nomor t"1 Tahun 2008 
ten lun~ Urusun Pernerin tah Yan~ Meniudi Kewenungan 
Pcrncri r'lt:-:1 h Kot a 8<:m.A r.A ng (T .cm ba ran 0:-:1<:r.A h Kota 
Semarang 'I'alrun 2008 Nornor 8, 'I'ambahan Lembaran 
Dnt'.nih Koln 8t'.m11TllT1K Nornor 18); 



Dalam Peraruran Walikot» ini yan~ dimaksud dl;'.n~an: 
1. lJnerah adalah Kota Semarang. 

2. Pernerirrtah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai urrsnrr 
penyelenggara Pemerintahan Daera h. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Sckretaris Daerah adalah SekrcbH'i~ Da(:rah Kota Semarang. 
5. Badan Lingk urigan IJidup .i:t1d.i:t1J.iih Bacla.n Llngkungrui Hidup Kotn Semnr{lng_ 

6. Kepala Harian adalah Kepala Badan Lingkungan Hid up Koh-.1 Semarang, 
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Ungkungan Hid up Kota Semarang. 
8. Kepula Bidang Pengernbangan Teknologi clan Pengendalian Lingkungan adalah 

Kepala Bidang Pengernbangan Teknologi dan Pengcndalian Lingkungan pada 
Badan Lingkungan Hidup Kola Semarang. 

9. Kepala Bidung Pengkajian Durnpak Lingkuugan adalah Kepala Bidang 
Pengkajian Dampak T .ingkrmgari pada Badan Lingkungan Hid up Kota 
Semarang. 

10. Kcpala Bidang Pcngawasan Dampak Lingkungan adalah Kepala Bid: . ang 
Pcngawaaan Dampak Lingkungan podo Bnrinn Lingkungnn Hidup Kota 
Sernurung. 

·1 ·1. Kepala Bidang Penangunun Sengkt"la Lingkungan ll::rn Pc.111ulili:~u1 KuMlib1~ 
Lingkungan adalah Kcpala Bidang Penanganan Sengketu Linglnmgan llan 
Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkurigan Hidup Kota 
Sem.Rnmg. 

12. Lingkungan Hidup arlalah keaatuan ruang dengan semua benda, dava 
keadaan dan makhuk hidup tcrmasuk rnanuaia dan perilukunya, yung 
mcrnpcngaruhi ulum i tu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejanteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

13. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistcmatis dan 
t.erpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mcnccgah terjadinya pencemaran dun/atuu ker usukun lingkungan hidup yang 
meliputi perencHn~_an, pernanfaatan, pcngcndalian, pemeliharaan, 
pcngawasan, dan penegakan hukurn. 

14. Penccmaran Lingkungan Hidup uduluh rnuuuk nyu ntuu dimasukannya 
makhluk hidup, zat, cncrgi dan Zatau komponen lain kedalam lingkungan 
hidup olch kcgiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 
hidup yang telah ditctapkan. 

15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 
perubahan langaung atau tidak Iangsung terhadap sifat Iisik, klmia dan Zatau 
havati lingkungan hidup seh1ngga melampaui kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

: PERATVRAN WALJKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN 
PUBLIK BADAN LINGKUNGAN HTnlJP KOTA 8EMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Pasal 1 



16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/ atau hayati lingkungan hidup yang 
melampaui kritcria baku kcruaakan lingkungan hidup. 

17. Pengendalian T.1ngk11ng~n Hidnp adalah sctiap upaya atau kegiatan 
pcncegchan dun/utnu penungr,ul:m~:rn d:rn/at:-.1u punrulil ian ltalu-tu.H-1-1 
p~nc.:~nm.u·i.iu th.-u1/alau kerusakan lingkung.i=in hidup, meliputi perencanaan, 
penataan, pernanfaatan, pcngcrnbangan, pemcliharaan. pemulihan, 
monitoring, evaluasi dan penguww·mn ~~rla p~mrnlar1. 

18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukurun bat as atuu kudur makhluk 
hidup, z.::tl, ,:ncrgi H1au komponcn yang ada atau harus ada dun/utuu urrsur 
penccmar yang dltcnggang kcbcradaannva dalnrn srrntu srrmber duyu terterrtu 
scbagai unsur lh1gkuugm1 hidup. 

19. Lirnbah adalah aisa suatu uaaha dru1/atau kegiatan. 
20. Bahan Berbahaya dun Beracun yang selanjutnya disingkat 8 3 adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, danj'atau 
jumlahnya, h:-1ik s~c:-1r~ langsung maupun tidak langsung, dapat 
mcnccmarkan dan/ atau merusak Iingkungun hidup, da11/ alau 
membahcynkco Jingkung:in hidup, kcschatan scrta kc:fau1g~unga.ri hidup 
marrusia dan makhluk hidup lain. 

21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B 3 adalah 
sisa suatu usaha dan/atau kegiatan vang mengandung B 3. 

22. Pengelolaan Limbah B 3 ado.lo.h kegiatan yang rneliputi pengurangan, 
penyimpnrrnn, r~ngnmpul~n, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan 
dan/atau pcnimbunan. 

23_ Darnpak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh auat u usaha dan/ atau kegiatan. 

24. Usaha dan/aLau Kegiatan adalah segala berrtuk aktivitas yang rfapHl 
menimbulk:m perubahnn terhHdHp rorta hngkungan hidup scrta mtmyeLabkan 
dampak terhadap Iingkungen hidup, 

25. Perizinan adalah pcmbcrian Icgalitas kcpada orang atau pclaku 
usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

26. Izin Lingkungan adalah izin yang dibcrikan kcpada sctiap orang yang 
melakukan Usaha dan/alau .Kcgiahm yRng wRjih Arnrlal a+au lJKL-lJl-'L dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat 
mernperoleh izin usaha dan/ alau kegiatau. 

27. Tzin Usaha n.Rn/Rt.R11 KeJ~HtHn H<hih-1h izin yang diterbitkan oleh i11Kl.;:1r18i leknis 
unluk rnclakukan Usaha d..=.in/at.au Kegiatan. 

28. Dampak Pentrng adaian perubahan nngkungan hidup yang sangat mendasar 
yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

29. Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
AM DAL adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu Usaha dan/ atau 
Kegiatrm yang d'irertcururknn pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pcngambilan ke-putuaan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau 
Kegiatan. 

30. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis darnpak Iingkungan 
hidup yang merupakan haail pelingkupan. 

31. Arialiaia Dampak Lingkunglill Hidup yang selanjutnya dif;.cbut ANDAL adalah 
telaah secara cermat dan mendalam tr.ntang ciRmpak p~nting suatu rcncana 
dan/ atau kegiatan. 

•. 



(2) Misi Badan Lingkunga n Hidu p adalah: 

fl. meningkatkan upaya perlindungan dan perigelolaan terhadap pemanfaatan 
scunbcr daya alarn seauai fungsi lingkungan hidup dalarn rarigka 
penegakan hukum lingkungan; 

b. meningkatkari upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya 
Alam terhadap kerueakan lingkurigan hidup scbagai dampak pcrubahan 
iklirn; 

( 1) Visi Badan Lingkungan Hid up adalah: 
Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup yang responsive dan proaklif serta 
bcrpcran dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang yang 
bcrkclanjutan menuju masyarakut sejahtera. 

32. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah 
upaye pcnanganan dampuk terliad~p lingkungan hidup yang ditimbulkan 
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

33. Rencana Pernaritatran l.ingkungan Hidup yang aelanjutnyu dif;P.hl.lt RPL adalah 
upaya pemantauan komponen Iingkungan hidup yang terkerrn dnrnpnk nkibat 
dari rencana usaha dan/ utuu kegiatun. 

34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup don Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup, yunK selanjutnya disebur UKL-UPL, adalah pcngclclean dun 
pcmantauan terhadap Usaha dau/atau Kegiatnn ynnJ?. ridak bcrdarnpak 
penting ter-hadap Iingkungan hidup yo.ng riiper-lukan b:-:1gi proses pcngambilun 
keputusan teritang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan, 

35. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung 
jawab atas stratu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanaksn. 

36. Komiei Periilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. 
37. Sengketa lingkungan hidup adalah pcrseliaihan untarn dua pihak atau lebih 

yang timbul dun kegjut1m yang bcrpotcnsi da.n/ atau telah berdampak pada 
lingkungun hidup. 

38. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga ncgara 
clan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau peluynnnn adminietrasi yang 
diselenggarakan olch pcnyclenggara pelaynrmn publik. 

39. Standar Pelayanan Publik adalah !:i~mtu lnln1' 111'.ur yang dlpergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai komitmcn atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat 
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

40. Pemberi Pelayanan adalah pejabat/pegawai inslansi Pernerintah yang 
melnksnnakun lugas dan Iungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
per u n du ng- urrdarrgan. 

41. Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan h uk urn KwriKli-J chH1 

instansi Pemerintah. 

BAB II 
VJST, MIST nAN MO'ITO PF.LAYANAN 

f'asal 2 



(2). Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a. pelayanan jasa pcngujian laboratorium; 
b. penilaian dokumen AMDAL don pcmcriksaan dokurncn UKL-UPL; 

c. izin pernbuangan limbah cair (lPLC) ke perairan umum; 
d. izin penyimpanon semenrnrn lirnbah 83; dan 

e. penanganan sengketa Iingkungan hidup. 

(1) Standar Pelayanan .Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tcrdiri dari: 
a. jeriis pelayanan; 
b. dasar hukum; 

c. pcrsyaratan; 
d. prosedur; 
e. waktu pcnyolcsaian; 

f. biuyu; 
g. produk; 
h. sars::1ns::1 dan prn~ArnnH; 

i. rnekanisme penungunan perigad uan; 

j. kompetensi petugas; dan 

Pasal 4 

Standar Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai jaminan adanya kepastian hukum 
dan sebagai luluk ukur kinerja Perangkat Dacrah dalam mcmberikan pelayanan 
k~p:;d:; penerirna pelayanan. 

BAB III 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

(:"i) Motto Pclayanan adalah: 

"Pelayanan terbaik adalah Tujuan utarna Karni". 

c. meningkarkan pelayanan kepada rnasyarakat melalui pengernbangan 
kapaxitas kclcmbagaan dan Sumbcr Daya Manusia di bida..ng Iingkungan 
hid up; 

d. meningkatkan tcknologi dan informasi di bidang lingkungan dengan 
penguatan jejaring informasi lingkungan; dan 

e. rnerrirtgkaf.karr kcrjasama da.n komitmen pcngclolaan lingkungan hidup 
urrturu pemerinluh, swaeta dan masyarakat, 



AERl'T'A DA.t!;RAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 4 

Asisten Administrasi Pemerintahan 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 10 .Januari 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

~ ADITRIHANANTO 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 10 .Januari 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Peruturun 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kula Semarang. 

Peraturan Walikota ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Dengan ditcrbirkannya Pcraturan Walikota ini, muku Peruturan Walikota 
Semarang Nomnr 14 fi' Tahun 2005 tcntang Standar Penyelenggaraan Pelayarian 
Publik Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang dicabut 
dan dinyatakan tidak bcrlaku. · 

Pasal 6 

BAB IV 
KETJ£N'TUAN PENUTUP 

Uraian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijelaskan 
secara rinci dalam Lampiran Peraturan Walikota ini 

P.asa1 5 

,,,.... 

Plt. WALIKOTA SEMARANG 
WAKIL WALIKOTA, -c.-- 



PP.rsy:1ral.ar1 yang Irarua diucnuhi: 
1. foto copy dok urnen AMDAL atau dokumen UPL-UKL atau Sur~t 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau 
dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan 
pcrundang-undangan; 

2. surar pernyataan tidak dalarn keadaan scngkera dengan masyarakat 
yv.ng diketahui olch Lurah setempat; 

3. ~urat pernyataan kesanggupan mengopcrasikan lnatalasi Pengolahan 
Air Lim bah (IPAL); 

4. surat pernyataan kesanggupan memasang flow meter pada saluran 
outlet pembuangan limbah cair; 

B. PERSYARATAN 

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor 111 
Tahun 200:1 l.t:nlaug Pedoman Mengenai ~yAmt dan Trtl . .1 Ci1n:1 
Perizinan serta Pedornan Pengkajian Pernbuangan Air Limbah kc Air 
atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Mcntcri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 lentang 
Perubahan Atas Keput usan Me,11.eri Negara Lingkungan llidup 
Nomor 11 1 Tr.1 hu n '.20(X~ ten tang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata 
Cara Pcrl.zinan scrta Pcdornnn PP.nBlmji11n l-'~rrdHu1r1~~irn Ai1 Liuibah ke 
Air atnu Sumber Air; 

5. Pc,.:-tJllt'itt"I Dacrah Kota Semarung Numur 13 'T':-:1lnrn 200(1 tentang 
Pengendnlinn Lingkungan Hidup. 

Li11gku11gan Hidup Nomor 
Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

A. DASAM HUKUM 

I. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CA!R (IPLC) KE PF.RATRAN UMUM 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN LINOKUNGAN TIIDUP 
KOTA SEMARANG 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 4 TJ\HUN 2013 

TENT ANG 

STJ\NDAR PELAYANAN PURT.TK RAD/\N 
LlNGKTJNGAN HIDT.TP KOTA ~~17:MARANn 

Lingkungan Hid up Nomor 
Baku Mutu Limbah Cair RAgi 

1. Keputusan Menteri Negara 
Kep-51/MENLH/ 10/ 1995 tentang 
Kcgiatan Jndustri: 

2. Kcputusan Menteri Ne.~ara 
Kep-52 / MRNLH / IO I J gg!"j ten tang 
Kegiatan I Iotel; 

3. Kcputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
Kep 58/MENLH/ 12/ 1995 tcntang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 
Kegiatan ~umah Sakit; 



G. SARANA DAN PRASARANA 
Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat 
tulis kantor, komputer, Global Positioning System (GPS), peralatan 
laboratorium air sedangkan pra sarnnn meliputi ruang pelayanan (meja 
pcndaftaran, pem.roscsan bcrkaa, penyeruhan dok urncrr, pengolahan 
data/informasi, penanganan pengaduan], ruang tunggu, kamar kecil dan 
sarana parkir. 

F. PRODUK 
Produk yang dihaailkan berupa Kepurusan Kcpala Badan. 

E. BIAYA 
Biaya Rp Ot- (tidak dipungut biaya]. 

D. WAKTU PF.NYELE8ATAN 
Waktu penyelesaian adalah 20 (dua ouruh! nan kerja. 

C. PROSEDUR 
1. pcmohon mengajukan permohonan izin pembuongan lim bah cair 

sccara tcrtulis dcngan dil~nJ{kup1 persyumt.nnnyn ditujukan kepada 
Walikota cq Kepula Badan; 

2. setelah berkus ptTmr.1humrn ditcliti d:-i11 di11yHt.akan lengkap, maka 
bcrkas pcrmohonan diagcndakan dan pernohon diberikan tanda 
terima ke lengkapan adrninistrasi; 

3_ apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka 
dlkernbalikan kepada pemohon 1.111t1.1k dile11P,k;ipi p~rsyi--Jri--J I armya; 

4. berkas permohonan diverifikasi melalui Bidang Pc11gemb.ldu~0n 
Teknologi dan Pengendaliari l.,iri~kur,~uri denKan dilakukan rapat 
krmrrlj nn ai; 

5. selanjutnvu dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mcngetahui 
k inerja Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan pengambilan contoh 
uji limbo.h oleh Tim Tel-mis bct-aarna pcrugaa Laboratorium vang 
hasilnva dituanakan dalsrrn Berit» Acnru ; 

6_ dipr(J~C~ contoh uji limbuh di luboratorium untuk mcnganalieis $.fr 
limbah dan dilaksanakan r~pal kuunlimt:ii (:vt"JhlfJ:"~i hanil pemerikenan 
Iapangan dan analisis air limbah; 

7_ apahila haail analisis air limbah dalarn pemeriksaaan lapangan tidak 
memenuhi baku. mutu yang dipersyaratkan, maka pcmohon 
diwajibkan mcmperbaiki kinerja !PAL dun rrn-:11g:ijuk~-1rt pcrmohonan 
kembali !':lecftra rer+ulis derigan dilcngkapi persvaratannva: 

8. h11~i I An A l1R1R air lirnbah dalam pemcrlksaan lapangan mernenuhi 
baku mutu yang dipersyaratkan maka dltcrbitkan Kcputusan Kl.:'pulu 
Badan;dan 

9 pernnhon diberita hu untuk mcngambil Keputuean Kepalu Bndun 
di Badan LinRkungan Hidup. 

5. diagram alir proses pengolahan limbah dan data teknis Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (TPAL); dan 

6. foto copy hasil analisis limbah cair dari laboratorium tcrakreditasi 
atau laboratorium vnng dituniuk oleh Provinsi Jawa Tengah yang 
rnemenuhi baku mutu uir limbuh sclurna 6 (,:.ui.1.1.u.) bulan k.t::i.khir 
1111t11k pr:neAJ11A11 17.111 baru chm ~ (d~n) bulan terakhir untuk 



Disposisi 
Kepala Bidang Pengern banga n Teknologi dan Pengendalian Lingkungan 

Laporan haail perigawaaan 
Kepala Badan melalui Sekretaris 

l 

Pengawasan 
Kepala Bidang Pengernbangan 'I'eknologi dan Pengendalian Lingkungan 
cq. Tim Teknis Perizinan 

l 

• r MRKANTRME PF..NGAWASAN 
Mekanisme pengawasan dalarn proses izi n p~m buangan 1imbah cair ke 
pcrairan umum adalah: 

I. KOMPETENSI PETUOAS 
Kompetensi Petugas dalurn pelayunan izin pcmbuangan limbah cair 
ke perairan umum adalah sebagai berikut: 
a. berpendidikan Pasca Sa1:jana (82), Sarjanalts l], Diploma (1J3) dan SL'J'A; 
b. rnenguasai materi r.hm tekrris pengolahan limbah cair; 
c. memahami prosedur dan persyaruum pt::ri:duau pcngulalran llmbah 

cair; 
d. ber aika p ramah dan berperilaku sopan tcrhacfap pcncrima pclayanan: 

dan 
e. memahami pcraturan pcruridang-unde ngan yang berkaltan dengan 

pengelolaan lingkungan . 

Kcpala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pcngcndalian Lingkungan 
Dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan eek lapangan 
serta pemeriksaan laboratorium (apabila diperlukan). 

l Laporan 
K,~pHlH Rmfan 

l Disposisi 
Kepala Bidang Penge.m hrmgnn Teknologi dan Pengendalian Lingkungan 

II. Mr;KANISME PENANCANAN PENOADUAN 
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan 

l 
Kepala Bada11 melalui Sekretaris 

l 



C. PR08EDUR 

1. pernohon rncrrgajukar: pcrrrmhm1iiJ1 1z.m pcnyirnpanan acmcnfar'a 
limbah B3 secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya ct.itujukan 
kepada Walikota cq Kepala Badan; 

2. setelah berkas permohonan diteliti clan dinyatakan lengkap, maka 
berkas permohonan diagendakan dan pemohon diberikan tanda 
terima kelengkapan admirriatraai; 

3. apabila bcrkas pcrmohona.n dinvatakan tidak lengkap, maka 
dikernbalikan kepada pemohun untuk ducngkapi pcrayaratarinya; 

4. berkas permohonan diverifikasi melalui Bidang Pengembangan 
Teknologi dan Pengendalian Lingkungan dan dilakukan rapal 
koordlnaei; 

B. PERSY i\RJ\Ti\N 

A. DASAR HUKUM 
1. Pcraturan Mcntcri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 

tentang 'l'ata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbah~yf:-1 
r1 ~ 11 RF:1·~ r:1111 ; 

2. Pernturun Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor ~10 Tuhun 2009 
tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah 
Dahan Derbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat 
Pencemoron Limbah Bohan Berbnhaya dan Beracun (83) oleh 
Pemerintah Daerah; 

3. Kcput.usari Kcpala Badan Pcngcndalian Dampak Lingkurigan Nornor 1 
'Ta h uri 1995 k11ta11g Tata Cara dan Pcn"yaratan Teknia Penyimpanan 
dan Pcngumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

4. Pcraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pengendalian Lingkungan Hidup. 

IL !ZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) 

Pcrsyaratan _yan~ harus dlpc~nuhj: 
1. foto copy dokumcn AMDAL atau dokumcn UPL UKL atuu Surut 

Pcrnyat.aan Kcsanggupan l 1cngclolaan Lingkungan (SPPL) atau 
d.ukumen lingkungan hidup luinnyu sesuui dengan pernt'urn n 
pcrundang-undangan: 

2. foto copy dokumcn kerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah 
mcrrriliki izin pcngangkutan dan pcngumpulan Hmbah 83 dari 
Kementerian Lingkungan I Iidup; 

3. surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat 
yang diketahui oleh Lurah setempat; 

4. foto copy dokumcn pcngiriman limbah 83 (manifest) yang terbaru; 
S. foto bangunan penyirnpanan sernenturu Iimbah 83; 
n. gF.tm bar teknik bangunan dan denah lokasi penyimpanan sementara 

Iimbah 83; 
7. daftar jenie dan volume limbah B3 yang dihasilkan; dan 
8. foto copy neraca limbah B3. 
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I 

Kepala Didang Pengembangan Teknologi don Pengendahan Li11p;k1.mp;hln 

Iicunln fltttlltrl mcl1Iui Bclrcl1ril 
l 

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN 

berkas, penyerahan dokumen, pcngolahan data Zinformaai, pcnanganan 
pengndunn], ruang tungf!:1.l> kamar kcott dan sarana parklr. 

G. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat 
tulis kantor, kornputer, Global Positioning System (GPS) sedangkan rasarana melrti ruan~ raran meia rndaftaran rmrosesan 

Produk yang dihaailkan berupa Keputusan Kepala Badan, 

F. PRODUK 

E. BIAYA 
Biaya Rp 0,- (tidak dipungut biaya). 

U. WAK1l1U PENYELESAIAN 

W aktu penyelesaian adalah 5 (lima) hari kerja. 

5. selanjutnya dilakukan eek lapangan oleh Tim Teknis untuk 
mcngetahui kondisi fisik bangunan penyimpanan sementara limbah 
R:3 dan haB1lnya d1h.u=rngkan da lam Her ita Acara; 

6. apabila fisik bangunan pcnyimpanan scmcntara limbah B3 tidak 
memenuhi persyaratannya, maka pemohon diwajibkan 
mernperbaikinya dan mengajukan permohonan kernbali secar'a tert.ulis 
dengun dilengkupi persyurutun; 

7. apabila fisik bangunan penyimparran sernerttnra limbah U~~ mcmcnuhi 
pcrsvaratannva, maka cutcrbitkan Kcputusan Kcpata 8actan; dan 

8. pernohon dibcritahu unluk mengamlJil Keputuaan Kepala B:..·1.1.la11 
di Hadan Lingkungan Hidup. 



A. DASAR HUKUM 
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Laboratorium Lingkungan; 
2. Keputusan Mcntcri Negara Lingkungun Ilidup Numor 

K{";r,-:=i 1 / MENLll / 1 U I 1995 tcntang Baku Mutu Lim hn h Cair Bagi 
Kegiati=tn Ind'nxrri scbagairnana tclah diubah dcngun Keputueun 
Mcntcri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12'.2 'l'ahr m 200-1 terrtang 
perunanan Atas KepuLusan MeuLeri Ne1=',U1 u Li11J=!.h..u111:,:;i::l-11 Hiu.u}J Nu1uu.1 
Kep-51/MENLH/ 10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 
Kegiatan lndustri; 

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
Kep-52/M~NLll/10/ 1995 tcntang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 
Kegiatan Hotel; 

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
Kep-58/MENLH/ 12/1995 l.entang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 
Kcgiatan Rumah Sakit; 

5. Peratut';~n Daerah Kota Semarang Nornor 13 T~1.hu11 20()(-, t.e.n1.ang 
Pcngendatian l.ingkungan Hidup: 

6. Pcraturan Dacrah Kota. Semarang Nornor 3 Tal'urn 2012 tentang 
Retribusi Jasa Uaaha. 

TTT. PELAYANAN JASA P~NOU,JTAN LADORATORIUM 

Disposisi 
Kepala Bidang Pengemhangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan 

Kepala Bidang Pcngcmbangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan 
cq, Tim Tcknis Pcrizinan l Laporan hasil pcngawasan 

Kcpala Ri-H]Hn rnelalui Sekretaris 

1 

,J. MEKANISME PENGAWASAN 
Mekanisrne pengawasan dalam proses izin penyirnpanan scmentaru 
Iimbah 03 adalrih: 
Pn>8C8 perizinan ! Pengawasan 

I. KOMPETENSI PETUGAS 
Kompetensi Petugas dalam pelaynnnn izin penyimpanan sementara 
limbah bahan bcrbahaya dan beracun (83) adalah sebagai bet'ikut: 
a. berpendidikan Pasca S3rj~n~ (:.:t'.2), Sarjana (Sl), Diploma (D3) dan 

SLTA; 
h. mcnguasai materi dan teknts pengelolaan limbah B3; 
c. rnernaharni prosedur dan persyaratan pengelolaan lirtgkurrgan; 
d, bersikap rarnah dan berperilaku sopan terhadap pcncrima pelayanan; 
dan 

be r kai tan yang e. rnernahami peraturan 
pcngelolaan lingkungan. 



U. SARANA DAN PRASARANA 
Sarana yang digunakan adalah blangko forrrmlir, telepon, faksimile, alat 
tulis kantor, kornputer, Global Positioning System. (CPS), peralatan 
penelitian laboratorium, peralatan pcngukuran lapangan, pcralatan 
pengarnbilan contoh uji air sedangkan prasarana meliputi ruang 
pelayunun [rneja pendaftaran, p~mrosesan bcrkas, pcnyernhnn dokumen, 
pen~nlu turn ffata/ inforrnasi, perianganan pcngadunnl, rwmg 1.unggut 
karnar kecil clan sarana parkir, 

F. PROD UK 

Produk yang dihasilkan adalah Sertifikat husil unalisis kualitas air. 

E. BIAVA 

Biava pelayanan jasa pengujian laboratorium adalah scbagai bcrikut : 
1. biaya pcmcriksaan nil- lirnbnh kegiatan yang bcrsrlat ck1)no1111 ~~~1J.f.1i 

dengan parameter kunci sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ltma puluh 
ribu rupiah); 

2. biaya perneriksaan air bersih/ air sungai sebesar Rp. 350.000,- (tiga 
ratua lirna puluh ribu rupiah); 

3. biava JJt:rt»rnbahan parameter untuk perner-ikxaan cJi luar parameter 
kunci se~uai biayu µeI" parameter; dan 

4. biaya pemeriksaan air untuk kegiulun yang berstfat non ekonomis 
sesuai dengan per parameter. 

D. WAKTU PENYELESAlAN 
Wnktu penyelesaian adalah 15 (lima belas] hari kcrja. 

C. PR08EDUR 
1. pcngguna jasa mcngajukan permohonan pengambilan atnu 

menyerahkan contoh air limbah/ air pcrmukaan / air bcrsih kcpada 
Lnborntnriurn Budun Lingkurigan Tlidup; 

2. laboratorium menyiapkan forrnulir penerlmaan atau pengarnbilan 
contoh air limbah/ air permukaan/ air bersih yang ditandatangani oleh 
pengguna jasa dan petugas Laboratorium; 

3. selanjutnya dilaksanakan pcncatatan adrninistrasi untuk pemberian 
uuuust] kode contoh air dan dilakukan pri:ml"':rikRRRn parameter fisik, 
kimia dan biologi; 

IJ. dilakaannkan penelitian haail analisis Iaboratorium dan dilaporkan 
kcpada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan rmrnk 
diterbitkan Sertifikal hasil pemeriksaan laboratorium; dan 

5. pemohon diberitahu urrtuk membayar biaya jasa penguiian 
laboratorrum dan mengambil sertifikat di Sadan Lingkungan Hidup. 

B. PERSYARATAN 
Pcrsyaratan yang harus diperruhi: 
contoh air limbah/air permukaan/air beraih. 



Kepala Badan rnelal ui Sekretaris 

1 Disposisi 
Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan 

Pcngawasan 
Kepala Bidang P~nglrnji;m Dampak Lingkungan 

l Laporan hasil pengawasan 

Proses pengujian Iaboratorium 

l 

. J. MF.KANT8MR PRNGAWASAN 

Mekanisme peng;iw:-iK:-Jn dalarn pelayanan jasa pcngujian laboratoriurn 
adalah: 

Kompetensi Petugas dalam pclayanan pcngujian laboratorium adalah 
sebagai berikut: 

a. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana(Sl), Diploma (03) dan SLTA; 
b. menguasai matcri dan tckrris pengujian laboratorium; 

c. memahami prosedur dan perevarcran pengujian Iaboralorium: 
d. bersikap ramah dun berperilaku so pan terhadap pencrima pclayanan; 
dan 

I. KOMPETENSI PETUGAS 

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Linekungan 
Dilaksanakan rapat koordinasi dan eek lapangan. 

l Laporan 
Kepala Badan 

l Disposisi 
Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan 

Pe1gaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan 

Kepala Badan melalui Sekretaris 

l 

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN 

berkaitan yang per undang- urulu.ngun pcraturan e. memahami 
laboratorium . 



Kepala Bidang Pcngcmbangan Tekriologi dun Ptmgcudalia.n Lrngkungan 
Dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan eek lapangan. 

l Laporan 
Kepala Badan 

l Disposisi 
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan 

H. MEKANISMr~ p~~NANnANAN PENOADU/\N 
Pcngaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan 

l 

CT. ~ARANA DAN PRASARANA 

Rnrnn::1 y::1ng diguria kan adalah blangko Iorrnulir, tclepon, fakslrntle, n lnt. 
tulls kantor, kornputer, Global Posiiioninq System (UPS) scdangkan 
prasarana rncliputi ruang pelayanan (meju pendattaran, p<:mro8c8an 
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/ informasi, penanganan 
pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir, 

Kepala Badan melalui Sekretaris 

l 

F. PROOUK 

Produk yang dihasilkan berupa Keputusan Kepala Badan. 

E. BIAVA 

Biaya Rp 0,- (tidak dipungut biaya], 

D. WAK'rl.J P1-t:NY1-t:UG~AIAN 

Waktu penyelesaian adalah 5 (lima) hari kerja. 

5. sclanjutnya dilakukan eek lapangan oleh Tim Teknis untuk 
mengetahui kondisi Iisik bangunan penyimpanan sementara limbah 
B3 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; 

6. apabila fisik bangunan penyimpanan sementara limbah 83 tidak 
rrn--:rrn--:ri I J l I j pt--:r8yH n·I I },Jr 1r1yH i r rn-1 kH pt--:r1111l 1nr I rJ j WHj ihk» 11 
memoerbclkniva don mengaji.1kC1.11 permoho11C1.11 kembcdi secara terrulie 
dengan dilengkapl persyaratan: 

'I. apabila fisik bangunan penyimpanan sementara limbah 83 memenuhi 
persyaratannya, maka diterbitkan Keputusan Kepala Badan: dan 

8. pemohon diberitahu untuk mengambil Keputusan Kepala Badan 
di Badan Lingkungan Hidup, 



B. PERSYARATAN 

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 
l. penyusunan dokumen Amdal suatu usaha dan/ atau kegiatan oleh 

pernrnknr-sa pad a ta hap pe1-encanaa11; 

2. penyusunan dokumen Arndal oleh penyusun Amdal yang merniliki 
sertifikat kompetensi penyusun Amdal clan telah teregistrasi, terdiri 
1 (satu) orang sebagai kr.hrn 1im pP.nyu~un borkornpetrmai K~t.llfl 
Tim Penvustm Arndal (KTPA) dun 2 (dua] orang sebagai anggota .vang 
merniliki sertifikat KTPA dan/ a tau sertifikat Anggota Tim Pcnyusun 
Arndal (ATPAL ~r.rtn tr.nngn nhli ynng kornpcton :u~:nrni linfikup sr udi 
Amdal; 

3. kr.8r.81rnii;m tAtH nrnng menyaraknn rencnna loknai trsahn don/otou 
kegiatan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 

4, persetujuan prinsip yang menyatakan jenis rcncana usaba dan/atau 
kt:gi~ L~:uJ i:it:l:an:L 1-'dm;il-' dapat dilakukan oleh pihak Yt'\.ilg berwenane: 

5. kesesuaian penyelenggaraan kewcnangan korniai pcnilai Amdal; 
6. kesesuaian luas lahan parkir terhadap jumlah Satuan Rw-mg Parkir 

(SRP) yang dibutuhkan; 
7. penetapan proscrrtasc Ruang Terbuka Hijau; 

8.. foto copy izin pemantaatan cagar budaya ' kawasan lindung; 
9. foto copy izrn pengeringan sawah; 

10. foto copy izin pemanfaatan air sungai/air waduk/air bawah tanah 
(ABT) sebagai sumber utama air bersih; 

11. foto copy izin ketinggian bangunan sebagai persyaratan Kawa san 
Ke!i,.elg_rn!'.,d!=!n Oper.:=t!'-:i Penerbangan (KKOP); dan 

1. Pcraturan Menteri Negara Lingkungnn Hidup Nomor !:, 'I'ahun ~008 
Ll;JJLang Tr1tr1 Kerja Komisi Pen;19.; Amdal; 

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Talrun 2010 
tentang Persyaratan dart Tata Cara Liscnsi Komisi Pcnilai Amdal: 

J Perat1.u-an. Menteri Negara Lingklu:igan Hldup Numor 5 Tahun 2012 
tcntang ,J~n;!I; l~~nr::m:1 lJ~AhA l>At"i/ Atau K~giM~u1 Yl:l.ug W1;1.jil; 
Memiliki Anatisi« Mengenat Di:1.rnpak Lingkungan Hidup: 

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Dokumcn Lingkungan Hidup; 

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Pedoman Keterlibnrnn Mnsynrnknt Dalnrn Proses Analisis 
Dampak Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan; 

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup. 

A. DASAR HUKUM 

IV. PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL 

12. futu copy izin lain terkait dengan usaha dan/atau kegiatan. 



C. PROSEDUR 
1. penilaian dokumen Amdal terdiri: 

a. penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), yaitu: 
1) penerimmm rlokrrrnen Kernrigka Acuan (KA) meliputi: 

a) pernrakarsa mcngajukan dokumcn KA discrtai surat 
permohonan penilaian dokumen KA kepada Wallknt;.i rnela lui 
s~kn~lr1rir1I Korniai Pcnilai Amdal; dan 

b) Sekretariat Kotnixi Penilai Amdal mcrneriksa dan 
membcrikan pernyataan tertulis mtmgn1;.Ji kdcr1gkripi':tn 
administrasi KA kepada pemrakaraa dengan menuliskan 
hari dan tanggal penerimaan dokumen KA. 

2) proses penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA) mcliputi: 
a) pemrakarsa wajib mcngikutscrtakan masyarakat dalam 

pcnyusunan dokumen Amdul yang terd iri dari warga yang 
terkena dampak, pernerhati Iingkurigan hid up dan/ atau 
yang terpenguruh atas scg~ la bcnruk keputusari dalarn 
proses Amdal; 

b) pcngikutscrtakan masyarakat melalui pengumumon rencana 
usaha dan/ atau kegiatan dan konsultasi publik 
dilaksanakan sebelurn prost'.s perrilajan dimulal; 

c] masyarakat; bcrhak mcngajukan earnn, pendapnt dan 
tanggupun terhadap rcncaria usaha dany atau kegiatan 
sccara tertulis kepada pemrnlcnrsu dan Walikola cq. Badan 
Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 10 (scpuluh) 
hari kerja sejak pcngurnumannya; 

d] Kornisi Penilai Amdal mclalui Tim Teknis melokukan 
penilaian dokurncn KA dcngan diselenggnrn knn rapat 
pcnilaian yRnc dipimpin oleh Kctua Tim Tcknis dengan 
dihadiri oleh Pcu~ugguu~awab usaha dan/ otau kegiatan 
yang rnerniliki kapasitas untuk pengambilan k~pultJs~n, 
serta T1m Penvnsun dokurnen Amdal; 

e) selanjut ny» Tim Teknis menyampaikan hasil penilaiannya 
kepada Ketua Komisi; 

t) 1-'F-mrn knr-sn rnern berikar: L.:mggi=l_µan dan menyernpurnakan 
dokumcn KA untuk diacrahkan kepcda Ketua Kornisi Pcnilai 
dan apabila pcnycmpurnaan dokum~r, b~lum memenuhi 
hasil penilaiannya, maka setelah meminta saran Tim Teknis, 
Ketua Komisi berhak mcminta pemrttkHr-~H untuk 
mcmpcrbniIei lwrnhul1 doli.uint'ln Kl\. do.n dil:.kP.~nak~n 
penilaian akhir oleh Tim Teknis; dan 

g) apabila pemrakarsa tidak menyempurnnkan dokumen KA 
dalam waktu 3 [tiga] tahun sejak pengernbalian dokumen 
dari Komisi Penilai Amdal, maka KA dinyatakan kadafuarea 
dan harus disusun KA baru. 

3) persetujuan Kerangka Acuan (KA) meliputi: 
a) hasil penilaian Tim Teknis menyatakan Kerangka Acuan 

dapat disepakati, mnkn Komist Pcnllai Amdal merierbitkun 
parserujunn Kcrarigka Acuan yang memuat ruang lingkup 
kajian a tau Andal; 

b] Pereetujuan KA. diikuti penyusunan dokumen Anda! dnn 
dokumen RKL-RPL oleh Penyusun dokumen Andal; dan 



c) apabila Pcmrakarsa tidak menyusun dokumen Anded dan 
dokumen RKL-RPL dalam waklu 3 [tiga) tahun sejak Komisi 
Penilai Amdal rncncrbitkan peraetujuan Kerangka Acuan, 
maka persetujuan KA dinyatakan kadaluarsa dan haru.s 
disusun KA haru. 

b. penilalan dokumen Andal dan dokurnen RKL-RPL~ yaitu: 
1) penerimaan dokurnen Arnlal dan RKL-RPL mcliputi: 

n] Pernruknrsu rnengajukan dokumcn Andal clan dokumen 
RKL-RPL y Mng tcli:ih di su su 11 be rda scrkan kesepakatan KA. 
yang telah diterbitkan persetujuannya discrtai surat 
pcrmohonan periilaian dokumen Andal dan dokumen RKL­ 
RPL kepada Walikota melalui Sckretariat Komisi Penilai 
Amdal; 

b) Sckrctariat Kornisi Penilui Arm.lul uieruer ik!Sa dan 
mcrnbcrikan pcrnyataan tertulis mengenai kelengkapan 
cdministrasi dokumcn tcrscbut kcpada Pcmrakarsa dengan 
mcnuliskan hari dan tanggal penerirnaan dokumen Anda! 
dan RKL-RPL. 

2) proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL meliputi: 
a) Kornisj Pcn ilai Amdal 111t":1111gR~kRn Tim Teknis melukukan 

penilaian Dokumen Anda! dan l.!KL-1~1 'L yang tclah 
dinyatakan lerigkap secara administr'asi olch Sckretariat 
Komisi Penilai Amdal. 

b) penyelenggaraan rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim 
Teknis dan apabila Ketua Tim Teknis berhalangan hadir 
maka rapat Tim Teknis un 1. uk rnela kuka n penilaian 
Dokumcn Andal dan RKL-RPL dipimpin oleh anggotu Tim 
Tekni» yung ditunj uk: 

c] 'Tim Teknis menyampaikan hasil pcnilaiannya kepada 
Ketua Komisi Penilai Arndal, selanjutnya Komisi Penilai 
Amdal rncnycleuggar'akarr n1pat Konusi Penilai Amdal 
unt.uk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL berdaearkan 
basil penilaian Tim Teknis, dengan dihadiri olch 
penanggungjawa b usaha dan/ atau kegiatan yang rnerniliki 
kapasltas dalam pengambilan keputusan dan Tim 
Pcnyuaun Dokurncn Andal clan MKL-MPL; 

d) apabila Kerua Komisi Penilai Amdal berhalangan hadir, 
maka rapat tersebut dapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi 
atau Anggota Komisi lainnya yang ditunjuk; 

c] Anggota Tim Penyusun yong tidnk menghadiri rapat 
penilaian diwajibkan menyampaikan surat keterangan yang 
dapat dipertanggung_iawAhkAn fiA<:1-°Jt'l'".I hukum don apabila 
Anggot.r,1 Komisi Penilai tidak hadir dalam rapat pcnilaian 
maka Anggota dapat mcmbcrikan masukan tertulis paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak rapat Komisi Penilai; 

f) Pemrakarsa mem berikan tonggapan dan menyempurnakan 
dokumen Andal dan RKL-RPL un I u k dis~r;;i h k~ n kcpada 
Ketua Komisi Penilui, upubilu penyernpurnaan dokumcn 
belum memcnuhi basil pcnilaiannya setelah merninta saran 
Tim Tcknis, maka Ketua Komisi berhak rnernirita 
Pemrakarsa memperbaiki kembali dokurnen Andal dan 
RKL-RPL untuk dilakukan penilaian akhir. 



3) penetapan kclayakan atau kctidaklayakan lingkungan hidup 
meliputi: 

a) berdasarkan basil penilaian atau penilaian akhir dokumen 
Andal dan RKL-RPL~ Kornisi Penilai Amdal mcnyarnpaikan 
rekornendusi kepada Wankota: 

b) tckc:>rf1t':ru1a:.-1i hosll penllClllli'l atcu pe11ila.inn akhir dokumn, 
Anda! dan ~KL-k!PL rlapat. berupa Kelayakan Lingklliigii\n 
Hid up 1-1 l.a u Ketidaklayakan Lingkurrgan Hldup; 

c) Walikota mencrbitkan keputusan kelayakan atau 
ketidaklaya kan lingkungan hidup berdasarkan 
rekomendasi hasil perrilalan atau penilaian akhir dari 
Komisi Penilai Amdul untuk rncnctapkan Keputusan 
Kelayakan Lingkung:m Hidup ntau Ketidaklayakan 
t.ingkungan Hidup. 

4) penerbitan Izin Lingkungan bagi rencana usaha dan/ atau 
kegiatan wajib Amdal meliputi: 

a) Pernrakarsa rnengajukan permohonan Izin Lingkungan 
bersamaan dengan permohonan pcnilaian dok urnen Anrlal 
dan ~KL-~PL secant tertulis kcpada Wallkota melalui 
Rada n Lingkungan Hid up; clan 

b) Badan Lingkungan Hidup menerbitkan lzin Lingkungan 
bagi rencana usaha dan/ atau kcgiatan wajib Amdul 
bcrsamaan dengan Keputusan Walikota tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup, 

2, pernerik snnn dokumen UKL-UPL terdiri: 
H. peneflrn.aa.n tormulir UKL-UPL. yaitu: 

1} Pernrak.araa mengajukan surat permohonan pemeriksaan 
formulir UKL-UPL dilcngkapi dcngan dokumen UKL UPL yang 
ditujukan kepada Kepala Badan; dan 

2) Badan Lingkungan Hidup memberikan pernvataan tertulia 
mengenai kelengkapan adrninistrasi kcpada Pcmrakarsa dengan 
menuliskan hari dan tm,R~nl penerimaan formulir. 

b. pemeriksaan formulir UKL-UPL, yaitu: 
l) Barlan Lingkungan Hidup melaksanakan pemeriksaan terhadap 

isian formulir beserta persyaratan adminiatraai. apabila 
pcrsyaratannya dinyatakan tidak lengkup rnnkn dikembalikan 
kepada Pemrakarsa urit.uk dilengkapi; chm 

2) apabila perneriksaan awal terhadap pcrsyaratan .;:,1.t.lmirii~1 n--.1~i 
dinyatakan lengkap maka Pemrakarsa diberikan kelerangan 
kelengkapan dokumen, selanjutnya Badan Lingkungan Hidup 
melaksanakan rapat dengan Instansi terkait untuk melakukan 
pemeriksaan UKL-UPL. 

c. penerbitan rekomendasi persetujuan atau pcnolakan UKL-UPL clan 
penerbilan Izin Lingkungan, yaitu: 
1) Badan Lingkungan Hidup mer1erbitkrm rekomcndasi 

persetujuan atau penolakan UKL-UPL setelah Pemrakarsa 
menyempurnakan UKL-UPL sesuai arahan saran, pendapat dan 
tanggapan; 



H. MEKANISME PENANOANAN 1-'~NGADUAN 
P~np;:1d 1J:m rmtK_y:ff::t ka L di l.uj ukan kepada W::t.likula. cq, Kepala Badan 

KepLa Badan melalui Sekrctaris 

t 
Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan 
Pelaksanaan peninjauan lapangan dila.njutkan dcngan rapat koordinasi 
dengan instansi terkait (apabila dipcrlukan) 

i Laporan 
Kepala Badan 

i Disposisi 
Kepala Bidang Pcngkajian Dampak T .ingkrrngan 

C. SARANA DAN PRJ\SARJ\NA 
Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat 
ttrlis kunlur, lernari arsip, komputcr, LCD proyektor, tnexin foro copy, 
scanner, white board, dan papan pengumuman sedangkan prasarana 
melipul.i nifrng pelayanan (meja pendaftaran, pemrosesan berk..:ts~ 
penyerahan dok.urncrr, pcngolahar.1 data/informasi, penangunnn 
pengaduan}, ruang tunggu, karnar kecil dan aarana parkir. 

F. 'PROnUK 
Produk ynng dihasilkan bcrupa: 
l . Koput.uaan Wallkota tentang Kelavakan atau Ketidaklayakun 

Lingkungan Hidup; 
2. Rckomendasi dari Kepaln Badan perihal persetuiuan atau penolakan 

UKL-UPL; dan 
3. Keputusan Walikota tentang Izin Lingkrmgan. 

E. BIAYA 
Biaya Rp. 0,- (tidak dipungut biaya]. 

Waktu penyelesaian pelayanan pcnilaian dokurnen Amdal clan 
perneriksann lJ K L-U PL adalah: 

1. waktu penyelcsaian dukumen Amdal adalah adalab I OS ,~~rri IJJK lirna] 
h(fr·i kerjr.1 dengan perincian: 
a. waktu penilaian dokumen KA adalah 30 (tiga puluh] hari kerja; don 
b. waktu penilaian dokumen ANUAL dan dokumen RKL-RPL adalah 

75 (tujuh puluh lima) hari kerja. 
2. waktu pcnyelesaian dokumen UKL-UPL adalah 14 (cmpat bdHs) hari 

kerja. 

D. W AKTU PENYET ,ERA TAN 

2) permohonan Izin Lingkungan disampaikan Pemrakarsa 
bersamaan pengajuan pemeriksaan formulir yang dilengkapi 
pcnycmpurnaan UKL-UPL; 

3) Bndo n Lingkungan Hid up menerbitkan Izin Lingkung>-=m bagi 
rcncm1n usnhn dnn j'utnu kegiutun wajib UKL-UPL ber~;1m:u.1n 
dengnn rekomendasi persctuiuan UKL-UPL. 



B. PRRSYARATAN 

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah terjadinya dugaan pencemaran 
dan/ atau kerusakan Jingkungan hidup atas pengaduan masyarakat atau 
informasi dari Instansi Pemerintah/ swasta. 

V. PENANG-ANAN PENGADUAN 8F:NGKETA LlNGKUNGAN IIIDUP 

A. DASAR HUKUM 
1. Keputusan Menteri Negara Lingkurrgan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 

tentang Pt:"jah--11 Pengawaa Lingkungan Hidup dan Pejabat Pcngawas 
Lingkungan Hidup Dacrah; 

2. Kcputusan Mcnteri Negarn t.ingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 
tentang Pedoman Um1m1 Pcng..-:1wa::;1an Pcnaatan Lingkungnn I lirh rp 
B~gl Pejabat Pengawas: 

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Jlidup Nomor 19 Tahun 2001 
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pcnccmaran 
dan/ atau Perusakan Lingkunan Hidup; 

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkurigan Hirlup. 

J. MEKANISME PENGAWA8AN 

Mckanisme pengawasan dalam pelayanan penilaian dokumen Amdal, 
dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL adalah: 
Proses penilaian dan pemeriksaan dokurnen 

t Pengawasan 
1. T nspektorat; 
2. Badan Lingkungun Ilidup Provinsi .Jawa Tertga.h; dan 
3. Kcrncnterian Lingkungan Hidup. 

i Laporan hasil pengawasan 

Kcpala Badan i nit-.pmilfil 

1. SekretFJ ris; don 
2. Kepala Bidang Pcngkajian Dampak Lingkungan, 

I. KOMPETENST PETUGAS 
Kompetensi petugas dalam pelayanan penilaian dokumen Amclal clan 
pemeriksaan dokumen UKL-UPL adalah sebagai bcrikur: 

1. herpcndidikan PRsr.R 8FJrjFmf.J (82), Sarjanaffs l], Diploma (03) dan 
RLT/\, 

'..!. Pegawai bersertifikat ketulussn Amdat; 
3. rnenguasai materi dan teknis Arndal dan UKL-UPL; 
··1. mernahami proscdur dl:l.r I pt :r =~yi,nu t..'.I n penyueunan dan pcnil~i:-111 

dokumen Amdal d..tu pt:1m:1 ikaaari dokumen UKL-lJPL; 
5. bersikap ramah dan berper-ilaku sopan tcrhadap penerimu pelayanan; 

dan 
6. memahami pcraturan perundang undangan yang berkaitan dcngan 

Arndal dan UKL--UPL. 



G. SARANA DAN PHASARANA 
Sarans yang digunakan adalah blangko Iortrnrlir', telepon, faksimile; alat 
t.ulia kantor, lemari arsip, kornputer, laboratorium air, laboratorium udara 
dnn nlnt uji tingkat kebisingan sedangkan prHsHrHnH rneliputi kantor 
pelayanan (mcja pcndaftaran, pemrosesan berkas, penyerahan dokurnen , 
pengolahan data/ informasi], ruang tunggu, kamar kecil clan sarana 
parkir. 

F. P~ODUK 
Produk yang dih:isi1bm adalah: 
1. surut legur~rn; 
2. paksaan Pemerintah; 
3. pencabutan izin lingkungan; 
4. Bcrita Acara negosisF.1si, mediasi dan Arbitrase; dan/ atau 
5. berkas tuntutan pidana lingkungan hidup. 

K DTAYA 
Biaya Rp, U,- (tidak dipungut biaya). 

D. WAKTU PENYELESAIAN 

waktu penyelesaian perianganan pengaduan sengketa lingkungan hidup 
adalah 134 (~~t·~tu~ tlg.;:i puluh empat) hari kalender. 

C. PR08EDUR 
1 . Badan Lingkungan Hidup menerima pengaduan dari masyarakat, 

melalui media cctak/media elektronik atau intormasi dari lnstansi 
Pemerintah/swasta dan pengaduan/informasi tersebut diagendakan 
rnelalui Sekretarktl; 

2. Bidang Penanganan Sengkcta Lingkungan dan Pcmutihan Kuulitus 
Lingkungnn rneln ksunukun verifikusi pengaduan (pcne.1:?(~ h.A 1-., 
pengklasifikasian dan peninjauan la.panganL YA iru: 
u, pengurnpulan bahan kcterangan (pulbaket): dan 
b. pengarnbilan aarnpe-I (HnHlisis laboratorium). 

3. selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi dihadiri lnstansi tcrkait, 
warga masyarakat yang terkena darnpak, akadernisi dan Lernbaga 
Swuduyu Masyarakat (LSM); 

4. hasil veritikasi dilakukan tindakan berupa: 
a. pt'.ner.:Jp,H) sanksl administraai lingkungan hidup terrlfri· 

- esur'at teguran I : 30 (tiga puluh) hari ka lender; 
surat teguran 11 : 30 (tiga puluh] hari kalender; 

- s'urnt teguran III : 30 (tiga puluh) hari kalcndcr; 
- paksaan Pemerintah; dan 
- pcncabutan Izin Lingkungnn. 

b. penerapan sanksi pidana lir1gk1u1giin hichrp; 
c. Alternative Dispute kesolution (AlJR) berupa negoisasi, medinsi 

dan arbitrase. 
5. pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tidak cJid~,il1ului 

teguran apabila pelanggaran yang dilakukan rnenirnbulkan: 
a. ancarnan serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 
b. darnpak lebih b~sr1r ;1p;ibilii l.idak dihcntikan; dan 
c. kerugian bagi lingkungan hidup apabila tidak dihentikan. 



HENDRAR PRIHADI 

Pit. WALIKOTA SEMARANG 
WA WALIKOTA, 

Disposisi 
Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Pemulihan 
Kualitas Lingkungan 

i Laporari basil pengawasan 
Kepala Badan melalui Sekretaris 

! 

Pengawasan 
Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Pemulihan 
Kualitas Lingkungan 

J. MEKANISME PENGAWASAN 
Mekanisme pengawasan dalam penanganan pengaduan sengketa 
1 ingkungan hid up adalah: 
Penanganan pengaduan sengketa lingkungan hid up 

! 

berkaitan e. memahami peraturan perundang-undangan yang 
penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup. 

I. KOMPETENSI PETUGAS 
Kompetensi Petugas dalam penanganan pengaduan sengketa lingkungan 
hidup adalah sebagai berikut: 
a. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana(SlL Diploma (D3) dan SLTA; 
b. pegawai bersertiflkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, 

Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup Daerah, Mediator, Negosiator dan 
Arbiter; 

c. menguasai materi pengendalian lingkungan hidup; 
d. memahami prosedur dan persyaratan pengendalian lingkungan hidup; 
dan 

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN 

Pengaduan/informasi ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan 
i 

Kcpala Badan mclalui Bckrctario 

* Kepala Bidang Penanganan Scn~kct-R Lingkung~m Hklup dan Pemullhan 
Kualitas Lingkungan i Laporan 

Kepala Badan 

i Disposisi 
Kcpala Bldang Pc11a11ganE1.11 Sengketa Lingkungo.n Hidup don Pernulihun 
Kualitas Lingkungan 


